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Abstrak
Pada 1970-an-2011, Jakabaring telah mengalami metamorfosis dari pinggiran Kota  Palembang. Di
masa lalu, daerah Jakabaring dianggap sebagai wilayah marginal, masalah sosial, rawan kejahatan,
kemudian berubah menjadi daerah “satelit” Kota Palembang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan
daerah ini pinggiran berkembang pesat. Pertama pengaruh  event olahraga. Beberapa acara olahraga
yang pernah diadakan di Jakabaring antara lain: Pekan Olahraga Nasional (PON), Asian Games dan
SEA Games di 2011. In kedua, kebijakan pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan untuk
mengembangkan Jakabaring sebagai “jembatan” Ulu dan Ilir daerah.
Abstract
In the 1970s-2011, the region has undergone a metamorphosis Jakabaring suburbs face Palembang.
In the past, the area Jakabaring be regarded as marginal region, social problems, crime-prone, then
turned into an area of “satellite” city of Palembang. There are several factors that cause this rapidly
developing suburb. First the influence of organized sporting events.Some sporting events ever held in
Jakabaring among others: Pekan Olahraga Nasional (PON), Asian Games and SEA Games in 2011.
Demikian juga  kebijakan pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan untuk mengembangkan Jakabaring
sebagai “jembatan” Ulu dan Ilir daerah.
Keywords:City,Sport, Satelite, Government, Marginal
PENDAHULUAN
Bicara mengenai Jakabaring sebagai sebuah kawasan yang berkembang pesat, tidak
bisa dipisahkan dari proses perubahan Palembang dari kota kuno menjadi kota modern. Bermula
dari daerah pinggiran yang kerap identik dengan problem sosial dan ekonomi, kawasan ini
dalam beberapa dekade telah menjelma menjadi sebuah kota satelit dan mulai bersaing dengan
daerah sekitarnya.
1Ada yang menyebutkan akronim KA dalam singkatan Jakabaring, sebenarnya berasal dari kata Kaba. Karena
ada yang berkeyakinan Drs. Zulkifli berasal dari Lintang. Suku Lintang sering disatukan dengan Suku Lematang,
Suku Kikim, Suku Pasemah, dan suku Lintang sendiri, sehingga juga sering disingkat menjadi Lekipali, dan
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Pada mulanya, Jakabaring terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu
I, Kota Palembang. Akronim itu mulai muncul ketika tahun 1972, warga RT 17 yang berjumlah
460 KK sepakat memberi jalan mereka dengan nama “Jakabaring”. Jakabaring kemudian dikenal
luas oleh masyarakat Palembang dengan singkatan untuk Jawa-Kaba1-Batak-dan Komering.
Selanjutnya penamaan untuk kawasan yang bermula dari jalan setapak itu berkembang menjadi
penamaan untuk daerah yang lebih luas.2
Sejak terbentuknya Jakabaring, kehidupan di kawasan ini mulai berdenyut setelah
munculnya Jembatan Ampera dan daerah sekitarnya sebagai pusat transportasi kota. Semua,
kegiatan transportasi mobil ke Ulu Palembang, kemudian berubah menjadi lapak bawah
Jembatan Ampera sebagai terminal akhir.3
Singkatnya, Jakabaring menjelma sebagai kawasan kota satelit. Jakabaring bisa disebut
sebagai konsep lokal kota Palembang yang menjembatani Ulu dan Ilir. Kondisi ini mirip dengan
pengembangan planning kolonial Belanda di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Namun yang konkrit, pembangunan Jakabaring tidak saja mendorong pluralisme, juga
dipengaruhi kebijakan Pemprov Sumatera Selatan dan Jakarta. Inilah sisi menarik dari kajian
Jakabaring yang dulunya “terbelakang” kemudian berubah sebagai kawasan modern.
Untuk menjelaskan semua permasalahan di atas, ada beberapa pertanyaan yang hendak
dicari jawabannya antara lain: faktor apa yang mendorong perkembangan Jakabaring, dan
bagaimana dampak penyelenggaran even olahraga terhadap pembangunan di Jakabaring?
Adapun batasan temporal dari persoalan yang diketengahkan dimulai 1972 sampai 2011. Adapun
batasan awal tahun 1972 diambil karena pada tahun tersebut istilah Jakabaring baru muncul
seiring terbentuknya pinggiran Kota Palembang. Tahun 2011 diambil sebagai batasan akhir,
karena Jakabaring ditunjuk sebagai salah satu daerah penyelenggara Sea Games. Sedangkan
batasan spatial yang diambil adalah wilayah Jabaring yang berada di Kota Palembang.
Untuk menjelaskan Jakabaring sebagai kota satelit, perlu kiranya dijabarkan pengertian
sejarah kota. Kota merupakan permukiman yang permanen relatif luas, penduduknya padat
serta heterogen, dan memiliki organisasi-organisasi politik, ekonomi, agama, dan budaya.4
Even Olahraga dan Kota Satelit: Perkembangan Jakabaring dalam Tinjauan Sejarah Kota  (Zusneli Zubir)
menyebut diri sebagai Kaba, orang dalam bahasa masyarakat Lekipali. Pada tahun-tahun setelahnya, pendatang
dari Pedamaran, kemudian membentuk komunitas tersendiri di daerah Lorong Garuda I dan II di 7 Ulu, Lorong
Guguk Ayam dan Sei Semajid di 4 Ulu, dan Lorong Sepakat di 11 Ulu. Penyederhanaan penyebutan hanya untuk
ibukota daerah setempat, sebagaimana juga untuk penyebutan orang-orang Sumatera Selatan lainnya, yang kalau
berada di luar provinsi, sering dikenal hanya dengan sebutan, orang Palembang, tidak peduli ia berasal dari suku
Komering, Ogan, Rawas, Musi, Pasemah dan sebagainya atau kabupaten dan kota di luar daerah ibu kota.
“Jakabaring, Riwayatmu Dulu”, Koran Tempo tanggal 22 Juni 2011.
2Pada waktu perluasan jalan ini sampai ke wilayah Rambutan di Kabupaten Banyuasin dan daerah Pemulutan,
SP Padang serta wilayah pesisir timur Kabupaten Ogan Komering Ilir nama Jakabaring masih diberikan untuk
jalan tersebut. Perubahan nama jalan ke nama Gubernur H. Ahmad Bastari baru terjadi pada waktu perluasan
kawasan  menjelang rencana pembangunan kawasan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) dari tahun 2001
sampai 2004. Namun secara keseluruhan walaupun sudah berganti nama jalan, kawasan ini yang kemudian meluas
sepenjang nama jalannya, tetap dikenal masyarakat sebagai nama Jakabaring.
3Pesatnya Jakabaring didukung murahnya harga tanah, sehingga transaksi jual-beli tanah meningkat di kalangan
para pegawai negeri dan swasta. Mereka membeli tanah di Jakabaring dengan berbagai alasan, di antaranya
memudahkan transportasi ke tempat kerja Plaju dan Sungai Gerong. “Kawasan Jakabaring: Dari Rawa Menjadi
Kota”, Kompas, 27 Januari 2015.
4J.C.Anthony dan Snyder, Pengantar Perencanaan Kota. (Jakarta: Erlangga, 1976), hlm. 5.
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Ditegaskan pula oleh Hamblin, kota adalah tempat yang dihuni secara permanen oleh suatu
kelompok yang lebih besar dari suatu klen.5 Kota satelit bisa dijabarkan sebagai kota yang
direncanakan dan dikembangkan tersendiri, meski fungsinya sama dengan kota-kota yang telah
tumbuh dan berkembang, tetapi kota-kota ini dikembangkan dengan fungsi khusus berkaitan
dengan potensi tertentu. Kota baru demikian dapat dikatakan sebagai independent town atau
self sufficient new town. Secara ekonomi dan sosial dapat memenuhi kebutuhan sendiri paling
tidak sebagian besar penduduknya. Secara geografis, kota baru mandiri di wilayah tersendiri
yang berjarak cukup jauh dari kota yang sudah ada. Secara fisik, terpisah oleh wilayah bukan
permukiman seperti pertanian, hutan, jalur hijau atau wilayah non urban lainnya.6
Kota sebagai kajian sejarah muncul pada awal abad ke-20. Pada mulanya, sejarah kota
dititikberatkan pada sudut pandang sosio-kultural daripada ekologis. Awal abad ke-20 sebuah
kota Indonesia yang ideal, menurut sejarawan Kuntowijoyo akan mempunyai ciri-ciri tersendiri
yang sekaligus menunjukkan sejarah kota itu.7 Salah satu ciri kota yang dimaksud adalah sektor
imigran yang menampung pendatang-pendatang baru di kota dan berasal dari perdesaan sekitar.
Di sela-sela tempat-tempat ini terdapat gedung-gedung sekolah, pasar, stasiun, dan tempat-
tempat umum lainnya.
Metode Penelitian
Metode dalam penelitian ini adalah metode sejarah (historis). Metode historis menurut
Garraghan8, yakni metode penelitian sejarah yang merupakan seperangkat aturan dan prinsip
sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis
dan menyajikan sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Tujuan penelitian dengan
menggunakan metode sejarah adalah untuk membuat konstruksi masa lampau secara objektif
dan sistematis, dengan mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis terutama, buku-buku
pustaka untuk menemukan data yang otentik dan menarik kesimpulan secara tepat.
Menurut Kuntowijoyo9 metode historis tersebut merupakan suatu metode dalam
menyelidiki masa lampau yang meliputi teknik pencarian sumber atau heuristik,  pengujian
validitas  atau  keaslian  sumber  (kritik)  yang  meliputi  kritik intern dan ekstern, interpretasi
atas data yang sudah didapat meliputi analisis dan sintesis, serta historiografi atau penulisan
atas data yang sudah dianalisis dan disintesis. Dengan proses metode sejarah yang dilakukan
sedemikian rupa tadi dapat diceritakan kembali kejadian di masa lampau tersebut dengan apa
adanya atau obyektifitas. Menurut Gottchalk10, metode sejarah meliputi pengumpulan informasi
5P. J. M. Nas, Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota. Jilid 1. (Jakarta: Bhratara Karya Aksara,
1979), hlm. 15.
6 Gideon Golany, New Town Planning: Principles and Practice. (New York : John Wiley and Sons Publications,
1976), hlm. 2.
7 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 62.
8 Gilbert J. Garraghan. A Guide to Historical Method. (New York: Fordham University Press, 1963), hlm. 24-
25.
9 Kuntowidjojo. Pengantar Ilmu Sejarah. (Yogyakarya: Penerbit Kanisius, 1994),  hlm. 10-12.
10 Louis Gottschalk, Mengerti sejarah. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
hlm. 38.
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yang diperlukan dari berbagai sumber (heuristik), Pengujian otentisitas dan kredibilitas (kritik
sumber), analisis dan sintesis tentang interpretasi fakta sejarah dan penulisan (historiografi).
Heuristik merupakan tahap awal dalam metode sejarah berupa pengumpulan sumber-
sumber sejarah, baik tertulis maupun lisan. Dalam tahap ini penulis mencari sumber sejarah
dengan mengumpulkan pustaka-pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas lewat sebuah
studi pustaka (library research) tentang bukti-bukti asimilasi dan integrasi etnik di Jakabaring.
Sumber-sumber pustaka sebagai data tertulis ini berupa buku-buku, laporan penelitian, dokumen
dan arsip yang menyebutkan perkembangan Jakabaring Palembang. Library researchberguna
untuk memperoleh suatu keabsahan bagi suatu penelitian. Pendokumentasian ditujukan untuk
memperoleh data sebagai pelengkap, baik dilakukan secara audio melalui proses wawancara
dengan recorder maupun secara visual menggunakan kamera.
Untuk memperoleh data yang berupa sumber lisan, misalnya dari masyarakat awal
maupun keturunannya diperlukan metode observasi dan wawancara. Untuk memperkuat dan
agar dapat memberikan tafsir yang dapat terlacak, selain melalui sumber-sumber pustaka, metode
wawancara juga dilakukan terhadap beberapa narasumber.
Tahap berikut dalam metode sejarah adalah kritik sumber.Tahap ini dilakukan untuk
membaca sumber-sumber yang diperoleh melalui studi pustaka dan menilainya dengan kritis.
Penilaian kritis lebih banyak dicurahkan pada statement-statement yang diambil dari beberapa
teori penulis lain, baik berupa sanggahan, pembenaran, maupun mencoba membuat teori baru
sehingga dapat masuk kelangkah selanjutnya berupa sintesis dan analisis atas masa lampau
tersebut.
Interpretasi, setelah lewat pembacaan yang kritis, penulis menghimpun informasi-
informasi mengenai suatu periode sejarah yang sedang dipelajari. Menurut Notosusanto11,
berdasarkan segala keterangan-keterangan yang didapat lewat pembacaan kritis, maka dalam
langkah-langkah metode sejarah tersebut disusun fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan
kebenaran, sehingga dengan demikian sebuah interpretasi merupakan suatu usaha untuk
merangkaikan atau menafsirkan fakta-fakta itu menjadi keseluruhan yang masuk akal. Jadi
dalam penulisan ini, hal pertama dari pembacaan-pembacaan kritis terhadap topik aksara ulu,
selanjutnya dilakukan penguraian-penguraian atas sintesis-sintesis yang dikemukakan oleh
beberapa ahli dalam buku-bukunya. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi
atau penulisan sejarah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Jakabaring dalam Benang Historis
Jakabaring merupakan bagian dari kawasan Seberang Ulu yang berada di kecamatan
Seberang Ulu I dan kecamatan Seberang Ulu II Palembang. Jakabaring memiliki batas-
batas:sebelah utara  dengan Sungai Musi di Kecamatan Ilir Barat II, sebelah timur berbatasan
dengan Kecamatan Plaju dan Seberang Ulu, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan
Ilir dan Banyuasin, dan sebelah selatan : berbatasan dengan Sungai Ogan Kecamatan Kertapati.
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Bila dilihat dari topografinya, Jakabaring pada umumnya adalah rawa lebak12 yang terletak
dalam wilayah kelurahan 15 Ulu dan kelurahan 8 Ulu Darat. Luasnya mencapai 6,5 % dari total
luas kota Palembang yaitu 400,61 km².13 Dari sisi topografinya, kawasan ini mayoritas merupakan
dataran rendah yang tidak jauh berbeda dengan bentangan alam kawasan Seberang Ulu pada
umumnya.
Ketika nama Jakabaring pertama kali dicetuskan tahun 1972, dianggap sebagai ‘terra
incognita’ dalam ingatan memori warga Palembang. Kawasan yang sepi itu, masih berupa rawa-
rawa yang dihuni oleh kawanan buaya dan ular berbisa. Kawasan Jakabaring pada periode
1970an masih ditutupi pohon besar yang juga digenangi oleh air rawa sepanjang tahun.14Atau
yang lebih ekstrim dideskripsikan sebagai tempat jin buang anak dan sarang kriminalitas.
Pada mulanya, Jakabaring hanya dihuni oleh beberapa orang yang menghuni tempat itu,
yakni dari suku Jawa, Kabale, Batak dan Komering. Kisah akronim Jakabaring pun bermula
dari gagasan Tjik Umar, seorang anggota TNI AD yang bertugas di Kodam Sriwijaya.15 Namun,
kawasan Jakabaring yang dianggap ‘belantara kosong dari manusia’ itu sesungguhnya telah
mulai didiami oleh beberapa orang bahkan sejak dekade 1950an. Wijaya menarasikan dalam
fiksinya, bahwa telah ada “segelintir orang yang nekat masuk ke daerah itu”, dengan modal
parang, cangkul, serta selembar surat pancung alas atau surat izin membuka lahan dari pemerintah
Palembang.16
Dalam perkembangan berikutnya, jumlah penghuni kawasan Jakabaring makin
bertambah. Faktor pendorongnya adalah ketika pada tahun 1960 Jembatan Ampera mulai
dibangun. Sebelum jembatan tersebut terbentang, Sungai Musi terlebih dahulu “dibersihkan”
dari rumah-rumah kumuh.17 Sejalan dengan pembangunan jembatan, pemerintah kota Palembang
mulai mengosongkan kawasan sekitar bangunan jembatan. Mereka diharuskan mengosongkan
12 Kawasan Jakabaring merupakan daerah rawa-rawa dan lebak yang saling dihubungkan dengan anak sungai.
Sebagian besar kawasan ini adalah dataran rendah atau daerah rawa lebak yang selalu tergenang air selama
musim hujan dan kekeringan selama musim kemarau, dan sebagian lagi daerah rawa pasang surut yang dipengaruhi
oleh pasang surut air laut dengan range 2-3 meter.
13 Ishak Yunus, “Tata Pengelolaan Banjir pada Daerah Reklamasi Rawa (Studi Kasus:  Kawasan Jakabaring
Kota Palembang)” Jurnal PIT HATHI XXXI, 22-24, Agustus 2014, hlm. 3-6
14 "Kawasan Jakabaring: Dari Rawa Menjadi Kota”, Kompas, 27 Januari 2015. Daerah rawa yang angker dan
rawan ini kemudian sebagiannya (luasnya secara persis tidak diketahui) menjadi areal persawahan padi lebak
yang menyuplai ketersediaan beras untuk kota Palembang, Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dan juga Kecamatan
Rambutan Kabupaten Banyuasain. Di tangan segelintir ‘petani yang nekat’ itu, areal persawahan lebak terbentuk
di Jakabaring, yang tidak hanya menghasilkan padi namun beberapa areal juga terdapat lebung yang banyak
terdapat ikan rawa. Lebak sendiri,  sebagaimana telah juga disinggung di muka, berbeda dengan sawah irigasi
umumnya, sebab kawasan lebak hanya diolah petani saat musim kemarau datang, ketika air mulai mengering di
areal tersebut.
15 "Good bye Jakabaring: Berasal dari Gabungan Nama Empat Suku Bangsa di Palembang”, Haluan tanggal
22 November 2011.
16 Menurut Wijaya, selama sepuluh tahun mereka mengarap kawasan Jakabaring (yang ketika itu masih menjadi
tempat bersarang ular, buaya, dan harimau) menjadi kebun jeruk, kelapa, dan persawahan padi.T. Wijaya, Juaro,
(Bandar Lampung: Pustaka Melayu, 2005).
17 Dedi Irwanto & Muhammad Santun, Venesia dari Timur. Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik
Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 213
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19 "Rampok Bermobil Panther disidang”, Sumatera Ekspress tanggal 15 November 2015.
20 Kamardi Arief, “Fungsi Sosial-Ekonomi Pasar Tradisional (Studi tentang Pasar Tradisional Lebak Kuranji,
Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang”, Skripsi Jurusan Sosiologi (Palembang: FISIP
Universitas Sriwijaya, 2013).
21  “Good bye Jakabaring: Berasal dari Gabungan Nama Empat Suku Bangsa di Palembang”, Haluan tanggal22
November 2011
22 “Kawasan Jakabaring: Dari Rawa Menjadi Kota”, Kompas, 27 Januari 2015.
Even Olahraga dan Kota Satelit: Perkembangan Jakabaring dalam Tinjauan Sejarah Kota  (Zusneli Zubir)
tempat tersebut pada 30 Juni yang kemudian karena masih ada beberapa pedagang menempati
lapak dagangannya, maka pengosongan sampai 2 Juli 1961.18
Pada periode 1970an, bahkan menjelang Jakabaring dikembangkan, akses keluar dari
permukiman awal hanyalah dengan berjalan kaki atau mendayung sampan untuk sekadar pergi
ke pasar 16 Ilir. Kawasan ini praktis sepi dan gelap yang nyaris tidak ada jalan yang memadai,
selain jalan setapak tanpa lampu. Dalam kondisi demikian, Jakabaring dikenal sebagai daerah
rawan kriminalitas.19 Kawasan ini dianggap tempat di mana penjahat-penjahat lari
menyembunyikan diri dari kejaran polisi; tempat mayat korban pembunuhan dibuang oleh
pembunuhnya.
Kawasan pemukiman yang awalnya dihunyi belasan orang itu, perlahan bertambah. Pada
tahun 1998 tercatat sudah tinggal 300 keluarga di Jakabaring,20sumber lainnyamemberitakan
400an kepala keluarga telah mendiami Jakabaring.21 Geliat Jakabaring mulai terasa, Gubernur
Ramli Hasan Basri (1988-1998) bersama Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut,
menginginkan Jakabaring menjadi sebuah pusat perkotaan dan perkantoran. Dalam impiannya
Ramli Hasan, menginginkan kawasan hutan-rawa itu “disulap” menjadi kawasan pusat
perkantoran dan pusat niaga sebagaimana yang terletak di kawasan Seberang Ilir.22 Untuk
mewujudkan impian itu, Pemprov Sumatera Selatan mulai mereklamasi kawasan Jakabaring.
Gambar 1. Mba’ Tutut mempunyai peran besar dalam pengembangan kawasan awal Jakabaring. Pada tahun
1997, putri sulung Soeharto ini membeli kawasan ini seharga Rp 15 Milyar, namun ketika reformasi ‘meletus’,
tanah ini kembali diambil alih warga. (Sumber: bisnis.vivanews.co.id.)
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Sejak tahun 1990 pemerintah kota Palembangtelah mengosongkan lahan di Jakabaring,23
sekalipun nyaris belum ada pembangunan apa pun pada tahun tersebut. Sampai tahun 1991,
semua lahan di Jakabaring telah diambil-alih pemerintah.24 Sampai titik ini, Jakabaring mulai
menampakkan tanda-tanda akan menggeliat. Apalagi, Rosihan Arsyad, Gubernur Sumatera
Selatan pada periode 1998-2003 berhasil meyakinkan pemerintah pusat di Jakarta untuk
menggelar Pekan Olahraga Nasional XVI-2004.
Pada masa Arsyad berkuasa, di Jakabaring dimulai pembangunan sejumlah gelanggang
olahraga. Syahrial Oesman, yang memimpin daerah itu pada tahun 2004-2009 menggantikan
Arsyad, lalu melanjutkan membangun Jakabaring. Sejumlah fasilitas yang sempat dibangun
Arsyad, di tanah Oesman semuanya dibenahi, bahkan Oesman juga membangun lebih banyak
sarana yang baru. Hanya dalam waktu kurang dari lima tahun, dua pusat perbelanjaan yang
dilengkapi kafe dan restoran, satu stasiun pengisian bahan bakar umum, dan deretan perumahan
berdiri dalam radius satu kilometer saja.25
2. Even Olahraga dan Perkembangan “Kota Satelit” Jakabaring
Pada tahun 1971, Sumatera Selatan pernah menjadi tuan rumah PON IX. Hal ini tampak
dari pembangunan stadiun madya, juga spot hall untuk voly, basket, bulutangkis, dan sarana
kolam renang.26 Pasca penyelenggaraan PON 1971, Asnawi Mangkualam menghadap Presiden
Soeharto guna melaporkan tentang penyelenggaraan PON IX di Palembang. Di samping itu
Asnawi juga melaporkan tentang rencana pembangunan sebuah pelabuhan samudera di muara
Sungai Musi.27
Kawasan Jakabaring mulai berbenah menjadi komplek olahraga pada tahun 1990, ketika
pemerintah daerah itu telah mulai melakukan pembebasan lahan. Seberang Ulu yang merupakan
lahan rawa yang tertinggal dari Seberang selanjutnya direklamasi dengan pasir sungai Musi.28
Pada tahun 2000, Palembang ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara-an PON XVI yang
diselenggarakan dua tahun setelahnya. Walaupun PON merupakan pesta olahraga tahunan,
pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menanggapi serius.
23 “Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palembang 2005-2025”, Laporan Akhir, Kerjasama
antara Pemerintah Kota Palembang dengan Badan Aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sriwijaya
(BALITEKS: UNSRI, 2006), hlm. 15.
24 T. Wijaya dalam novelnya memberikan informasi yang cukup berharga mengenai proses pembebasan lahan
sepanjang periode awal tahun 1990an tersebut, hanya saja (karena merupakan karya fiksi/novel) keterangan-
keterangan yang diberikannya harus terus ‘diuji’ dengan cara diselaraskan dengan sumber-sumber lain. Lihat: T.
Wijaya, khususnya Bagian 21-22.
25 Wan Meidiantra & Heru Purboyo Hidayat Putro, “Pengaruh Kapasitas Jalan Terhadap Penentuan Koefisien
Lantai Bangunan Di Kawasan Jakabaring”, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota,BSAPPK, Vol 4 No 1, hlm.
201-210
26 "Listrik Sumatera Selatan Aman Selama PON XVI”, KoranTempo, 20 Agustus 2004
27 G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin, Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973. (Jakarta:
PT. Citra Kharisma Bunda, 2003), hlm. 368.
28 “Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palembang 2005-2025”, Laporan Akhir, Kerjasama
antara Pemerintah Kota Palembang dengan Badan Aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sriwijaya (Palembang:
BALITEKS UNSRI, 2006), hlm. 15.
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Gambar 2. Stadion Lumban Tirta adalah aset olahraga air yang dimiliki Jakabaring. Stadion ini pernah
dipakai untuk even olahraga Sea Games tahun 2011 (Sumber: www.skyrapercity.com).
Pada tahun 2001, pemerintah Sumatera Selatan memulai pembangunan stadion Gelora
Sriwijaya.  Tidak hanya sebagai lapangan sepakbola, stadion disiapkan untuk memiliki  fasilitas
lain seperti lintasan lari serta fasilitas olahraga atletik lainnya. Selain itu, pembangunan fasilitas
perumahan atlit rampung pada paro pertama tahun 2002. Pada tahun 2002, ketika persiapan
PON tahun 2004 mulai dilakukan, pemerintah Sumatera Selatan merencanakan hanya akan
mengefektifkan penggu-naan fasilitas yang ada ditambah gedung balai prajurit ABRI, gedung
serba guna UNSRI dan IAIN, dan gedung Dekranasda.29
Tidak beberapa tahun berselang setelah Jakabaring Sport Centre berdiri, pasar induk
Jakabaring kemudian juga mulai dibangun. Melalui program bantuan pengembangan sarana
pasar, Kementerian Koperasi dan UKM menggelontorkan dana sebesar Rp. 10 Milyar tahun
2004.30 Pasar induk Jakabaring terletak di bagian selatan kawasan Jakabaring. Pasar ini secara
administratif berada di Kelurahan 15 Ulu dan dapat diakses dengan mudah melalui Jalan
Pangeran Ratu. Fasilitas pasar ini dibuat modern, dikelola oleh Koperasi Al Hidayah, ditujukan
29 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tampak serius menyelenggarakan even olah raga nasional ini. Misalnya,
selama PON berlangsung, ketersediaan energi listrik dicadangkan untuk menyuplai gelanggang-gelanggang
olahraga tanpa berimbas pada kekuarang energi listrik ke rumah-rumah masyarakat. Kepala Perusahaan Listrik
Negara (PLN) Cabang Palembang Syafri Djamil mengatakan, masyarakat Palembang dan sekitarnya tidak perlu
khawatir kekurangan energi listrik akibat pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVI. Menurut Syafri
Djamil, bahwa PLN tidak mengganggu daya 2x750 megawatt dan 1x250 megawatt yang menjadi kebutuhan
tetap konsumen di Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Lebih lanjut baca “Listrik Sumatera Selatan Aman Selama
PON XVI”, KoranTempo, 20 Agustus 2004
30 "Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palembang 2005-2025", Laporan Akhir, Kerjasama
antara Pemerintah Kota Palembang dengan Badan Aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sriwijaya
(BALITEKS—UNSRI), 2006, h. 76
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untuk menjadi pusat penjualan buah-buahan dan sayuran di kota Palembang, tempat menjual
buah-buahan dan sayur-sayuran yang datang dari pedalaman, untuk kebutuhan masyarakat kota.31
Pemerintah Sumatera Selatan diakui sukses menyelengarakan PON. Namun pasca even
olahraga itu, banyak fasilitas yang tidak terurus. Di Sumatera Selatan, sebagaimana dilaporkan
Kompas, arena eks-PON 2004 rusak dan telantar, di antara terdapat di Sekayu, Kabupaten
Musi Banyuasin. Di sini terdapat arena terbang layang, balap motor, dan pacuan kuda. Kondisi
landasan sirkuit balap motor Sky Land yang digunakan pada PON 2004 juga sudah pecah-
pecah dan tipis.
31 "Pasar Buah Jakabaring, Percontohan se-Indonesia”, Palembang News, 23 Maret 2009. Pada Maret 2009,
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Suryadharma Ali meresmikan pasar ini.
Peresmian juga dihadiri oleh Eddy Santana, Walikota Palembang. Suryadarma, dalam pidatonya pada peresmian
itu, mengatakan bahwa dia berharap pasar buah Jakabaring diisi buah-buahan lokal. Walikota Palembang pada
saat yang sama, mengatakan ingin menciptakan pasar buah Jakabaring menjadi tempat yang menarik dikunjungi
oleh masyarakat.  Di pasar buah Jakabaring, pada saat itu, sudah tersedia beragam variasi tempat berdagang,
mulai dari kios dan hamparan, yang diperuntukkan bagi para pedagang mulai dari partai kecil, retail, hingga
partai besar. Walikota mengimbang kepada para pedagang buah musiman atau di pinggir jalan supaya pindah ke
pasar buah Jakabaring.
32 "Pembangunan Fasilitas SEA Games Gandeng Investor”, Kompas, 3 November 2009
Gambar 3. Gubernur Alex Noerdin sedang meninjau proyek pembangunan Wisma Atket Jakabaring. Wisma
Atlet yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini dimanfaatkan untuk menampung atlet-atlet
yang mengikuti PON dan Sea Games. (Sumber: www.detik.com.)
Untuk membiayai proyek-proyek pembangunan fasilitas olahraga pasca penyelenggaraan
PON,pada tahun 2009, pemerintah Sumatera Selatan telah mengaet investor. Alex Noerdin
mengatakan, bahwa pembangunan itu tidak berasal dari pos APBD Provinsi Sumaterea Selatan.
Pemerintah justru menggandeng investor swasta, sebab Sumatera Selatan akan menampung
sekitar 5.000 atlet, ofisial dan pelatih. Noerdin memperkirakan bahwa pembangunan berbagai
fasilitas itu akan membutuhkan dana sangat besar.32
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Menghadapi Sea Games XXVI tahun 2011, Gubernur Alex Noerdin membenahi beberapa
fasilitas untuk cabang olah raga sepakbola, futsal, gulat, skate board, dan polo air.33 Sedangkan
untuk cabang dayung dilakukan di Danau Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada
awalnya,even polo air akan dilaksanakan di Kabupaten OKI, namun mengingat jauhnya jarak
tempuh yang jauh, Alex Nurdin mengambil putusan melaksanakannya di Lumban Tirta, dengan
alasan statusnya selevel internasional. Di samping membangun sarana olahraga, Alex Noerdin
juga membangun kawasan Danau OPI Jakabaring yang disulap menjadi kawasan voli pantai
dan arena dayung. Belum lagi pembangunan water park, trans studio, carrefour dan hotel
berbintang “JW Marriot” dan mess atlet.
33 "Sambut Sea Games  XXVI, Lumban Tirta Direhab”. Palembang Ekspress, 29 November 2008.
34 "SBY Resmikan Jakabaring Sports Center” viva.co.id., 11 November 2011
Gambar 4. Suasana Jakabaring Sport Centre saat perhelatan akbar Sea Games 2011. Pusat Olaraga Jakabaring
ini diresmikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada November
2011.(Sumber:www.antaranews.com.)
Pada 11 November 2011, Presiden SBY datang ke Palembang untuk meresmikan
Jakabaring Sport Centre (JSC). Dalam pidatonya, SBY meminta kawasan Jakabaring yang
baru saja selesai dibangun digunakan dengan baik, dengan cara kreatif untuk menggelar even
kejuaran nasional dan internasional.Sebagai presiden, SBY juga menyatakan bahwa dia gembira
dengan pembangunan kawasan Jakabaring. SBY menyebut kawasan JSC sebagai kawasan
bertaraf internasional yang dibangun dengan banyak tantangan dan kritikan
“Gunakanlah JSC ini dengan menggelar kejuaraan nasional dan internasional. Banyak
sisi kehidupan yang tidak boleh diabaikan seperti olahraga dan seni. Pasalnya, dengan
olahraga, kita dapat bersatu tanpa melihat perbedaan partai politik, agama dan ras...,
JSC betul-betul bertaraf internasional. Ini menunjukkan kerja keras pemerintah pusat
dan daerah serta bantuan dari dunia usaha mencapai hasil yang maksimal,” ujar SBY.34
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Selain itu, pemerintah Sumatera Selatan mengubah kawasan sport hall menjadi kawasan
bisnis. Pemerintah juga membangun mall bawah tanah dan Palembang Sport and Convention
Center (PSCC).35 Pembangunan itu bertujuan menyiapkan fasilitas pendukung, juga memberikan
dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Palembang. Menghadapi even
sebesar Sea Games itu, pemerintah Sumatera Selatan mempersiapkan transportasi untuk atlet,
wasit dan official. Fasilitas transportasi yang bisa diakses pada masa itu antara lain bus besar
40 unit, bus sedang 100 unit dan minibus sebanyak 300 unit; sepeda motor sebanyak 100 unit;dan
mobil VIP sebanyak 100 unit.36
Di samping wisma atlet, panitia menyiapkan Asrama Haji Palembang sebagai tempat
alternatif untuk pemondokan atlet dan ofisial dari 11 negara peserta. Untuk fasilitas akomodasi
tamu undangan lainnya, hotel yang ada di Palembang dinilai cukup layak untuk menampung
para tamu kehormatan itu.37 Untuk menjaga dan menambah pasokan arus listrik selama even
olah raga itu, pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) berkekuatan 28
megawatt (MW) di Jakabaring.38
Palembang dengan kawasan pusat olahraga Jakabaring-nya, telah meraup sukses besar
sebagai tuan rumah Sea Games 2011. Implikasi dari penyelenggaraan even itu berlanjut
ketika2013, Jakabaring menjadi tuan rumah Islamic Solidarity Games, yang diikuti 57 negara
Islam. Pada even ini, fasilitas olahraga di Jakabaring ditambah lagi dengan lapangan panahan,
sementara gedung-gedung eks-Sea Games juga terus diperbaiki. Kemudian, pada tahun 2014,
Jakabaring kembali ditunjuk menjadi tempat penyelenggaran AUGI (ASEAN University Games)
dengan tetap mengggunakan gedung-gedung yang ada. Pamor Jakabaring melejit dengan cepat.39
Barangkali hal ini karena terkait dengan event olahraga selanjutnya yang di mana Jakabaring
kembali ditunjuk sebagai tempat pelaksana. Jakabaring, dengan Stadion Gelora Sriwijaya-nya
yang prestisius, menjadi tempat pelaksana Piala Asia AFC 2007.40
35 "SBY Resmikan PLTU Banjarsari di Palembang”, Koran Tempo tanggal 29 Juli 2011.
36 Untuk transportasi umum dan duta olahraga juga ada taxi argo sebanyak 100 unit, bus trans musi 75 unit,
bus Damri sebanyak 50 unit, 350 unit becak, dan 300 sepeda. Lebih lanjut lihat  “Becak Jadi Angkutan Atlet
Selama Sea Games 2011”, Kompas tanggal 8 Maret 2011.
37 "Pengelolaan Wisma Atlet Jakabaring diserahkan ke KONI Sumsel”, www.antaranews.com tanggal 25 Juni
2011.  Leih lanjut Alex Noerdin menegaskan, “Jumlah hotel yang tersedia cukup banyak dan telah memenuhi
syarat untuk menampung para tamu terutama undangan VVIP yang akan hadir menyaksikan jalannya pembukaan
dan penutupan Sea Games XXVI Palembang.”
38 "Palembang Bangun PLTG 2x7 MW”, Republika tanggal 25 Juni 2015. Pembangunan PLTG mini
dimaksudkan untuk mendukung tenaga listrik selama pelaksanaan Sea Games 2011 itu. Diharapkan saat pelaksanaan
Sea Games tidak ada lampu berkedip atau padam. Bahkan, PLN menyiapkan beberapa penyulam otomatis untuk
mengantisipasi jika terjadi listrik padam. Pembangunan PLTG ini diharapkan akan memancing pembangunan
pembangkit listrik lain di Sumatera Selatan. Dengan begitu, target Sumatera Selatan sebagai daerah lumbung
energi nasional dapat terwujud. Fungsi dibuatnya  penyulam itu nanti salah satunya agar dapat menutupi jika
terjadi mati mendadak. Tak hanya itu, pemerintah sudah mengantisipasi pembuangan air dari penimbunan ini,
dengan dibangunnya  tempat penampungan air di lahan seluas 40 ha dan 1.200 meter.
39 "Banyak Arena PON Telantar”, Kompas, 4 September 2012
40 Zuber Angkasa, “Jakabaring water sport center sebagai kawasan rekreasi dan olahraga air yang nyaman dan
bernuansa modern”, Jurnal Media Teknik Vol. 8, No.3: 2011, hlm. 38-52. Sebelum SBY meresmikan pusat olahraga
itu, Jakabaring Sport Centre (JSC) memang adalah hasil dari sebuah proses yang panjang penuh dinamika.
Pembangunannya dimulai ketika Palembang terpilih sebagai tuan rumah PON XIV tahun 2004. Sebagai tuan
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Jakabaring Sport Centre memang diragukan beberapa pihak (terutama dari Komisi
Olahraga di DPR Jakarta) dapat siap tepat waktu.41 Tetapi Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi
Malarangeng, jauh-jauh hari telah menuturkan bahwa JSC sudah siap untuk menjadi tuan rumah
SEA Games. Dari perhelatanakbar tahun 2004-2011 itu, kini JSC memiliki beberapa kompleks
olahraga, seperti  Stadion Gelora Sriwijaya, Aula Olaharga Dempo, Aula Olaharga Ranau, Stadion
Atletik, Pusat Akuatik, Lapangan Baseball dan Softball, Lapangan Tembak, Penginapan Atlet,
Danau buatan untuk olahraga outdoor air (dayung, ski air,  dan perahu naga), dan Kursus Golf.
Pasca pelaksanaan even olahraga bertaraf internasional, Jakabaring sudah menjelma
menjadi salah satu destinasi wisata di Palembang. Ada banyak pilihan yang bisa dikunjungi,
seperti Jakabaring Sport City, yang menjadi magnet menarik minat pengunjung datang untuk
berfoto-foto, bersantai bersama keluarga ataupun berolahraga. Masyarakat Palembang
mempunyai kebanggaan baru sehingga wajar bila JSC dijadikan ikon baru Kota Palembang
yang memberikan magnet yang besar bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk
menggaet wisatawan, pemerintah Sumatera Selatan menjadikan Palembang sebagai tuan rumah
tempat diselenggarakannya event-event besar berskala nasional bahkan internasional.42
E.  KESIMPULAN
Jakabaring pada periode 1970an-2011 bisa dikatakan sebagai periode metamorfosis wajah
pinggiran kota Palembang. Kawasan yang awalnya dikatakan sebagai daerah marginal, problem
sosial, rawan kriminal, kemudian berubah menjadi sebuah kawasan “satelit” kota Palembang.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan kawasan pinggiran ini berkembang pesat.
Pertama, sejak Jakabaring terpilih sebagai tuan rumah PON 2004 dan Sea Games 2011.
Jakabaring Sport Centredibangun pada 2001 yang berimplikasi pada pertumbuhan kota satelit
ini lebih jauh hingga ke masa sekarang. Peta Jakabaring telah jauh berubah terutama sejak satu
dasawarsa terakhir. Kedua, pada awal abad ke-21 berakhir, Jakabaring disulap menjadi kawasan
strategis pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan menjadi kawasan terpadu dengan berbagai
fasilitas olah raga, sentral perdagangan, terminal besar dengan jalan-jalan yang lebih lapang,
dan pusat perkantoran pemerintahan.
rumah, tentu saja nama baik daerah dipertaruhkan untuk mengelenggarakan perhelatan itu sebaik mungkin di
hadapan daerah-daerah lain se-Indonesia. Untuk itu, dalam mendukung penyelenggaraan PON, pemerintah
Palembang merancang pembangunan kompleks olahraga tempat pelaksanaan acara olahraga tersebut. Kompas
mencatat bahwa banyak fasilitas olahraga yang tidak digunakan lagi selama 2 tahun berselang sejak PON
dilaksanakan.Arena pacuan kuda juga tidak pernah lagi digunakan untuk kompetisi berkuda. Arena itu lebih
banyak digunakan sebagai gedung pertemuan dan kegiatan masyarakat umum.Namun, berbeda dengan arena
bekas PON yang disebutkan tersebut, di Jakabaring sejumlah fasilitas olaharga masih tampak terawat dengan
baik. Gedung Olahraga Ranau, lapangan sofbol dan bisbol, serta Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring.
41 "Komisi Olahraga DPR Prihatin Kesiapan SEA Games”, Koran Tempo, 6 Oktober 2011
42 Marieska Lupikawaty & Haris Wilianto, “Potensi Sport Tourism di Kota Palembang: Perspektif
Ekonomi”, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius) Vol 3 No 2, Mei 2013, hlm. 1-9.
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TRANSMIGRASI ORANG JAWA DI RANTAU MINANGKABAU
JAVANESE TRANSMIGRATION IN MINANGKABAU REGION
Undri
[Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat]
Email : undri_siun@yahoo.com
Abstrak
Tulisan ini ingin menjelaskan tentang keberadaan orang Jawa di rantau Minangkabau, tepatnya di
Pasaman Propinsi Sumatera Barat. Kehadiran mereka di daerah tersebut tidak terlepas dari proses
migrasi mereka ke luar Pulau Jawa, termasuk ke daerah Pasaman. Berawal dari pembukaan perkebunan
di daerah tersebut telah memungkinkan terjadinya proses perekrutan akan tenaga buruh untuk
perkebunan. Salah satunya buruh yang direkrut adalah orang Jawa. Kehadiran mereka saat itu menjadi
perhatian baik oleh pemerintah kolonial Belanda maupun masyarakat Minangkabau, terutama oleh
Minangkabau raad- Dewan Minangkabau. Tokoh masyarakat yang tergabung dalam Minangkabau
raad tersebut kuatir akan kehadiran orang Jawa, karena akan mengalahkan penduduk asli nantinya.
Namun akhirnya orang Jawa ditempatkan juga di daerah Pasaman. Uniknya, sampai sekarang ini mereka
tetap eksis dan telah menjadi orang Pasaman, sebuah kehadiran yang berakar dari masa lalu. Sebab
telah dibingkai dengan perkawinan, rasa kekeluargaan diantara sesama penduduk asli.
Kata kunci : Orang Jawa, migrasi  dan rantau Minangkabau.
Abstract
This writing explains about the existence of Javanese in Minangkabau region, exactly in Pasaman,
West Sumatera Province. Their presence in the area can not be separated from their migration to
outside Java, including to Pasaman. Starting from the opening of the farming area that has allowed the
recruitment process of labor for the plantations. Some the recruited workers were Javanese. Their
presence has attracted attention both at the time by the Dutch and Minangkabau society, especially by
raad- Minangkabau Minangkabau Council. Community leaders who are members of the Minangkabau
raad worried about the presence of Java, because it would defeat the natives later. But eventually the
Javanese were also placed in Pasaman. Interestingly, until now they still exist and have become the
Pasaman, a presence rooted in the past. For it is framed by marriage, kinship among the indigenous
population.
Keywords: Javanese, Minangkabau migration and shoreline
PENDAHULUAN
Sejarah tentang migrasi orang Jawa ke luar Pulau Jawa telah berlangsung lama. Kisah
kepergian mereka tidak terlepas dari kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda, khususnya
pada permintaan tenaga murah untuk perkebunan, baik perkebunan milik pemerintah kolonial
Belanda maupun swasta. Misalnya pada masa Tanam Paksa (1839-1870), tidak sedikit orang
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Jawa yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan pemerintah baik di Jawa maupun di luar
Pulau Jawa (Elson, 1988 : 38-47 dan 19-25 ; Breman, 1986). Tenaga mereka kembali terpakai
di perusahaan-perusahaan setelah Politik Etis akhir abad ke-19,  baik di perkebunan maupun
pabrik-pabrik terutama perkebunan di Sumatera (Lindayanti, 1994 : 34-44 ; Pelzer, 1985). Salah-
satunya migrasi orang Jawa ke luar Pulau Jawa yakni ke daerah Pasaman, sebuah daerah rantau
nya Minangkabau.1 Kehadiran mereka ke daerah tersebut tidak terlepas dari dibukanya
perkebunan. Dengan dibukanya daerah Pasaman sebagai daerah perkebunan maka orang Jawa
pun didatangkan sebagai buruh. Menurut laporan kamar dagang Belanda sampai akhir tahun
1935 buruh Jawa yang bekerja di perusahaan N.V. Cultuur Maatschappij Ophir, sebuah
perusahaan yang didirikan di Ophir Pasaman sebanyak 1.710 orang (Asfahrizal, 1996 :36).
Kisah kehadiran merekapun diawali dengan angan-angan J. Ballot tahun 1910 untuk
memindahkan orang Jawa ke Sumatera Barat khsusunya ke Pasaman. J. Ballot saat itu menjabat
residen Sumatra’s Westkust.2 Rencana Ballot tersebut gagal. Sebab orang Jawa yang mau
dipindahkan ke Sumatera Barat mau berdiri sendiri dan tidak mau tunduk kepada lareh (Laras)
yang memimpin daerah tersebut. Ditambah dengan adanya kekuatiran bagi anggota Minangkabau
raad (Dewan Minangkabau). Nawi gelar Madjo Batoeah sebagai Kepala Nagari Lubuk Sikaping
dan Abdoellah gelar Toeankoe Radjo Moedo sebagai kepala Nagari Air Bangis, kedua orang
ini duduk dalam lembaga tersebut yang mengkuatirkan akan kehadiran orang Jawa di daerah
tersebut. Kekuatiran tersebut dilandasi dengan alasan bahwa di Minangkabau yang mana
negerinya sendiri sudah ada penduduknya. Mereka kuatir kalau orang Jawa sudah berkembang
biak dan dalam bidang ekonomi mereka dapat mengalahkan ekonomi anak nagari yang asli.
Tahun 1950-an, dengan dalih program transmigrasi pemerintah memindahkan orang
Jawa  lagi ke Pasaman. Mereka berasal dari Suriname. Kehadiran mereka di Suriname tersebut
juga tidak terlepas dari perekrutan oleh perusahaan-perusahaan milik Belanda di Suriname.
Walaupun mereka sudah lama tinggal disana namun keinginan mereka sangat kuat untuk pulang
ketanah air. Keinginan kuat itu adalah sebagai manifestasi dari kondisi kehidupan yang tidak
menentu, baik kehidupan sosial-ekonomi maupun politis. Kehidupan miskin yang mereka alami
sejak menjadi kuli kontrak di perkebunan dan pabrik sampai menjadi petani dan segala ragam
kehidupan, tidak pernah berubah menjadi lebih baik. Dengan alasan tersebut mereka ingin
pulang ketanah air, oleh pemerintah ditempatkan ke daerah Pasaman.
Kehadiran orang Jawa di Pasaman masih eksis sampai sekarang, mereka bukan lagi
menjadi orang Jawa tapi telah menjadi orang Pasaman sendiri. Sebuah proses akulturasi yang
1 Daerah Minangkabau sesungguhnya dapat dibagi dalam lingkungan wilayah yaitu (1) Minangkabau asli,
yaitu oleh orang Minangkabau disebut (darek) yang terdiri dari tiga luhak yaitu Luhak Agam, Tanah Datar dan
Luhak Limapuluh Koto, (2) Daerah rantau, merupakan perluasaan bentuk koloni dari setiap  luhak tersebut
diatas yaitu pertama rantau luhak Agam yang meliputi dari pesisir barat Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk
Sikaping dan Pasaman. Kedua, rantau Luhak Lima Puluh Koto yang meliputi Bangkinang, Lembah Kampar Kiri,
Kampar Kanan, Rokan Kanan dan Rokan Kiri, (3) Rantau Luhak Tanah Datar meliputi Kubuang Tigo Baleh,
Pesisir Barat, Pesisir Selatan dari Padang sampai Indrapura, Kerinci dan Muaralabuah. Lebih lanjut lihat Amir
Syarifuddin, 2003 : 282-283.
2 J. Ballot menjabat sebagai  Residen Sumatra’s Westkust dari 16 Februari 1910 sampai 12 Agustus 1915.
Lebih lanjut lihat Gusti Asnan, 2006 : 85.
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berakar dari masa lalu. Beranjak dari persoalan diatas tulisan ini ingin menjelaskan tentang
keberadaan orang Jawa di rantau Minangkabau, tepatnya di Pasaman Propinsi Sumatera Barat.
Kehadiran mereka di daerah tersebut tidak terlepas dari proses migrasi mereka ke luar Pulau
Jawa, termasuk ke daerah Pasaman. Berawal dari perekrutan mereka sebagai buruh perkebunan
di Pasaman. Kehadiran mereka saat itu menjadi perhatian baik oleh pemerintah kolonial Belanda
maupun masyarakat Minangkabau, terutama oleh Minangkabau raad- Dewan Minangkabau.
Tokoh masyarakat yang tergabung dalam Minangkabau raad tersebut kuatir akan kehadiran
orang Jawa, karena akan mengalahkan penduduk asli nantinya. Namun akhirnya orang Jawa
ditempatkan juga di daerah Pasaman. Uniknya, sampai sekarang ini mereka tetap eksis dan
telah menjadi orang Pasaman, sebuah kehadiran yang berakar dari masa lalu.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan metode penelitian sejarah, yakni melalui empat tahapan
penting yakni pertama heuristic, mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah atau
pengumpulan sumber, Kedua, kritik menilai otentik atau tidaknya sesuatu sumber dan seberapa
jauh kredibilitas sumber. Ketiga, sistesis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau
disebut juga kredibilitas sumber, dan keempat, penyajian hasilnya dalam bentuk tertulis
(Gottschalk, 1985.: 32 ; Kuntowijoyo, 1999 :  89).
Dalam pengumpulan sumber telah dilakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi
kepustakaan dilakukan pada  Perpustakaan Nasional di Jakarta, Arsip Nasional Republik
Indonesia di Jakarta, Kantor Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat, Perpustakaan
dan Arsip Kabupaten Pasaman.
Untuk menutupi kekurangan dan keterbatasan sumber dan bahan tertulis tentang keadaan
masyarakat digunakan sumber wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah penduduk
yang sezaman dengan kajian ini. Informan kunci (key informant) seperti tokoh adat. Wawancara
juga dilakukan terhadap pihak pemerintah seperti kepala desa, camat, dan sebagainya. Hasil
wawancara tersebut dilakukan pengujian data. Pengujian data dilakukan dengan wawancara
silang guna mendapatkan data yang orisinil.
Tahap kedua, kritik yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah. Meliputi kritik
eksteren dan intern. Kritik ekstern ini dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber
(otentisitas sumber) sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan
sumber (kredibilitas sumber). Tahapan ini, melakukan kritik terhadap pendapat yang berbeda
baik melalui tulisan sejarawan ataupun sumber lisan berupa wawancara antara pencerita yang
satu dengan yang lainnya.
Pada tahap ketiga dalam hal ini adalah interpretasi dalam arti merangkaikan fakta-fakta
lainnya menjadi suatu kesatuan pengertian. Pada akhirnya fakta sejarah yang telah mempunyai
makna tersebut dituliskan secara integral dalam suatu cerita sejarah. Tentu saja fakta sejarah
yang sesuai dan ada relevannya dengan topik yang dibahas.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Direkrut Sebagai Buruh Perkebunan
Kemenangan partai liberal yang terdiri dari kaum bermodal dipanggung politik Belanda
sejak tahun 1848, menuntut perlu adanya sistem perekonomian liberal atau bebas dari proteksi
pemerintah (Kartodirdjo, 1990 : 17-21). Hal ini menyebabkan terbukanya peluang bagi kaum
swasta untuk menginvestasikan modalnya dalam aktifitas perekonomian di Indonesia. Akibatnya
sejak tahun 1908 Sistem Tanam Paksa dihapuskan untuk kemudian dibuka kaum penanam
modal untuk menanamkan modalnya, tak kecuali di Sumatera Barat.
Pasaman, sebagai salah satu daerah yang ada di Sumatera Barat juga menjadi incaran
para pemilik modal. Kedatangan pemilik modal ke daerah Pasaman disebabkan karena daerahnya
sangat strategis untuk dikembangkan. Pasaman mempunyai daerah yang cukup luas dan subur
untuk lahan perkebunan. Di samping adanya pelabuhan-pelabuhan kecil sebagai sarana
penunjang untuk proses distribusi hasil. Pelabuhan tersebut adalah pelabuhan Sasak dan Air
Bangis. Kedua pelabuhan ini merupakan pelabuhan tradisional sejak dulunya.3
Dengan kondisi tersebutlah maka pemilik modalpun datang menanamkan modalnya.
Kedatangan pemilik modal di Pasaman ditandai dengan munculnya perusahaan perkebunan
N.V. Syndicaat Ophir tahun 1911. Mendapatkan  hak erfpacht di onderafdeeling Ophir, dengan
luas 3.370 bau. Perusahaan ini menyewa tanah sebesar f.1 dalam satu bau pertahun.4 Sampai
tahun 1915 ada sebanyak perusahaan yang telah menanamkan modalnya di Pasaman. Kelima
perusahaan tersebut adalah N.V. Syndicaat Ophir, N.V. Sumatera Thee Mij, N.V. Tapanoeli,
N.V.Talamoe, dan satu perusahaan belum punya nama yang dipimpin oleh C.Knegtmans
(Asfahrizal, 1996 : 342).
Tahun 1927 muncul beberapa buah perusahaan yang menanamkan modalnya di Pasaman.
Perusahaan tersebut adalah N.V. Cultuur Maatschappij dan N.V. Air Bangische Cultuur
Maatschappij.5 Tahun 1928 perusahaan swasta Belanda ini telah menanamkan tanaman kopi
dilahan yang telah disewanya. Tanaman kopi yang ditanam tahun 1928 sebanyak 298 hektar.
Kemudian tanaman kopi yang ditanam setiap tahunnya mengalami pasang surut. Tahun 1932
misalnya, luas tanaman kopi di kebun Ophir mencapai 3002 hektar, sedangkan tahun 1935 luas
tanaman kopi yang ditanam menurun menjadi 1.635 hektar.6
Akibat produksi kopi yang mengecewakan akhir tahun 1935 di onderneeming Ophir
Pasaman dan menurunnya harga kopi, yaitu hanya f. 17.50 sampai f.18 di pasaran, membuat
pengusaha onderneeming yang menanamkan modalnya di onderneeming Ophir Pasaman
3 Mengenai peranan kedua pelabuhan ini dan pelabuhan lainnya di daerah Minangkabau dapat dilihat pada
karya Kato dalam Akira Nagazumi (Penyunting), 1986 : 77-115.
4 Departemen Binnenlandsch Bestuur, Op. Cit. hal. 342.
5 Perusahaan N.V. Air Bangische Cultuur Mij mempunyai lahan di persil Silawai, sebuah daerah yang berdekatan
dengan Ophir. Tumbuhan yang ditanam dalah tanaman karet. Tahun 1929 perusahaan ini telah menanam 323 bau
tanaman karet. Sedangkan N.V. Cultuur Maatschappij menanam modalnya di persil Bukit Pasaman. Lebih lanjut
lihat Verslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang over het Jaar 1929, hal 24-25 dalam Asfahrizal,
Ibid, hal. 28.
6 Verslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang, 1927-1936, dan Handboek voor Cultuuren
Handelsondernemingen in Nederlandsch-Indie 1936 (Amsterdam : De Bussy, 1936 : 33)
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mengalihkan usahanya ketanaman kmersial lainnya, yakni tanaman kepala sawit (Asfahrizal,
1996 : 32). Untuk tenaga kerja perusahaan ini memanfaatkan buruh-buruh perkebunan kopi
Ophir, karena perkebunan kopi telah dihentikan pemeliharaannya dan proses produksinya.7
Tenaga kerjanya sendiri dari buruh bebas Jawa (vrije Java) dan buruh lepas (losse arbeiders)
yang umumnya adalah suku Melayu. Menurut laporan kamar dagang Belanda di Padang, akhir
tahun 1935 buruh Jawa yang bekerja di perusahaan N.V. Cultuur Maatshappij Ophir sebanyak
1.710 orang, sedangkan buruh  lepas sebanyak 142 orang. Berarti pada awal tahun 1936 buruh
yang bekerja di perusahaan ini adalah sebanyak 1.852 orang. Buruh inilah yang dimanfaatkan
oleh perusahaan Belanda untuk mengerjakan kepala sawit Ophir (Asfahrizal, 1996 : 36).
Namun tahun 1949, ketika Belanda meninggalkan perkebunan tersebut timbul masalah
tentang tanah perkebunan. Perselisihan pendapat antara penduduk asli dengan sebagian eks
buruh perkebunan Ophir yang berasal dari Jawa tentang tanah perkebunan. Situasi di Ophir
pada waktu itu sangat labil. Semula penduduk asli tidak mempermasalahkan tentang lahan
perkebunan Ophir tersebut, namun karena makin leluasanya dan luasnya bekas perkebunan
Ophir dikerjakan oleh para eks buruh Jawa menyebabkan penduduk setempat tidak merasa
senang. Hal ini disebabkan karena penduduk setempat juga merasa memiliki lahan perkebunan
ini.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Gubernur Sumatera Tengah yakni Roeslan
Moelyohardjo menugaskan Bupati Meliter Pasaman Busyarah Lubis menerbitkan situasi di
onderdeneming Ophir. Dalam penyelesaiannya, Bupati Meliter Pasaman memberikan izin kepada
eks buruh onderdeneming Ophir untuk tetap mengerjakan sebahagian tanah tersebut. Buruh-
buruh tersebut dianjurkan oleh Busyarah Lubis menanam tanaman pangan dan plawija.
Kemudian penduduk setempat diberi pengertian oleh bupati sehingga situasi yang memburuk
dapat diatasi (Badan Pemurnian Sejarah Indonesia Minangkabau (BPSIM), 1992 : 425 dan
428).
Rencana J. Ballot  Memindahkan Orang Jawa Ke Pasaman
Walaupun orang Jawa sudah ada mendiami daerah Pasaman sebelumnya yakni sebagai
buruh perkebunan namun tahun 1910 residen Sumatra’s Westkust  J. Ballot, memiliki angan-
angan untuk memindahkan orang Jawa ke daerah Pasaman. Alasan memindahkan orang Jawa
ke daerah ini adalah secara khusus untuk bekerja sebagai buruh dan melihat lebarnya tanah
kosong yang tidak dikerjakan oleh masyarakat setempat dan subur. Dalam Oetoesan
Minangkabau : Sasaran Penghoeloe Medan Ra’jat berbunyi :
 “Agar dapat pemandangan dan pertimbangan kepada fihak pemerintah tinggi, bahwa
ada soedah angan-angan dari fihak pemerintah, akan memindahkan orang-orang djawa
ke M.K [Minangkabau],teroetama kerana melihat lebarnja tanah kosong jg [juga] tingal
dari tahoen ke tahoen (tidak dikerdjakan oleh anak negeri) ijalah antara Sasak dengan
Ajer Bangis ; tanah disini, soengoeh-soengoeh lebar, dan rata, maaloemlah tanah Pasisir
7 Mengenai perkebunan kopi khususnya di Sumatera Barat, karya Mestika Zed merupakan karya yang secara
lugas membahas tentang hal ini. Lebih lanjut lihat Mestika Zed, 1981).
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(pinggir laoet)” (Oetoesan Minangkabau : Sasaran Penghoeloe Medan Ra’jat. tanggal
27 Maret 1939. Nomor 1 Tahun ke 5).
Sedangkan secara umum, tidak terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah Belanda
tentang Politik Etis.8 Salah satu program politik Etis tersebut adalah transmigrasi, membuat
program pemindahan orang dari daerah yang berpenduduk padat ke daerah jarang penduduknya
terutama pemindahan orang Jawa dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa. Di samping program
transmigrasi juga program memajukan pendidikan pribumi dan perbaikan irigasi.
Angan-angan J. Ballot untuk memindahkan orang Jawa ke Sumatera Barat khususnya
ke Pasaman mendapat perhatian bagi anggota Minangkabau Raad-Dewan Minangkabau. Sebab
masalah tersebut merupakan masalah anak nagari di Sumatera Barat. Perhatian terhadap angan-
angan Ballot tersebut bertambah besar ketika wakil dari Nagari Lubuk Sikaping dan Air Bangis
yakni Nawi gelar Madjo Batoeah dan Abdoellah gelar Toeankoe Radjo Moedo menyangsikan
rencana tersebut. Sebagai utusan dari Pasaman, mereka menganggap rencana tersebut akan
berbenturan dengan kondisi masyarakat Pasaman sendiri (Soeara Minangkabau tahun 1 nomor
1 Agustus 1938).
Dalam sidang Minangkabau Raad dibicarakan, apakah betul pemerintah sudah bersedia
memberikan tanah dalam bahagian Ophir (Pasaman) kepada para transmigran Jawa. Apakah
pemerintah sudah memikirkan dan mempertimbangkan bahwa nanti Minangkabau sendiri akan
kekurangan tanah karena penduduknya semakin hari semakin bertambah banyak. Kekuatiran
tersebut dilandasi dengan alasan bahwa di Minangkabau, negerinya sendiri sudah sempit oleh
penduduknya, tanah-tanah yang terluang tidak pula seberapa banyak seperti di Ophir. Mereka
kuatir kalau orang Jawa sudah berkembang biak dan dalam bidang ekonomi mereka itu dapat
mengalahkan ekonomi anak nagari yang asli. Kata pepatah adat Minangkabau, “alah limau
dibinalu” (kalah limau karena binalu). Adat Minangkabau tidak menolak orang datang (orang
dari luar) datang berusaha dan menumpang hidup berusaha ke negerinya, boleh juga diberi
tanah yang akan diusahakan. Ada pantun yang menjadi sebutan di Minangkabau :
“Bari  batali kumbang padang  (Beri bertali kumbang padang)
bari batali banang sauto           (beri bertali benang seutas)
elok kasihi anak dagang            (baik kasihi anak dagang)
kauntuak’ tambah bumi pulo     (untuk tambah bumi pula)
Tetapi adat itu ada pula ikatannya  hendaklah orang itu, terbang menumpu hinggap
mencekam, masuk menjadi orang Minangkabau dengan menurut syarat yang berlaku. Dalam
hal itu ada pula terselip satu kerugian dari orang Minangkabau yaitu  dalam daerah Ophir itu
ada beberapa onderneming yang mempergunakan kuli-kuli, jika dalam daerah itu sudah banyak
8 Politik etis atau lebih dikenal dengan politik balas budi tidak terlepas dari sebuah tulisan c. Th.van Deventer,
anggota Raad van Indie berjudul  Een Eereschuld (hutang budi) yang dimuat dalam majalah De Gids yang terbit
pada tahun 1899. Tulisan tersebut membeberkan tentang kemiskinan di Pulau Jawa serta kaitannya dengan cultuur
stelsel  dan pelaksanaan kerja paksa oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Van Deventer dalam tulisan itu
mengimbau agar pemerintah Belanda melakukan upaya-upaya yang dapat membantu memperbaiki kehidupan
rakyat di Pulau Jawa yang kemudian dikenal dengan Politik Etika (etische politic). Lebih lanjut lihat Donald
Wilhelm, 1981 : 127 ;  Joan Hardjono (Penyunting), 1981 : 1.
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orang Jawa, niscaya tuan-tuan onderdeming tentu akan mengambil kuli-kuli Jawa saja karena
orang Jawa lebih rajin dan tabah bekerja dari Orang Minangkabau. Kekuatiran terdesaknya
orang Minangkabau oleh orang Jawa, padang-padang dan hutan-hutan cadangan dan rimba-
rimba ulayat orang Minangkabau yang tidak begitu luas dibandingkan dengan banyaknya orang
pribumi (Oetoesan Alam Minangkabau tahun 1 nomor. 5, Maret 1939).
Rencana memindahkan orang Jawa ke Sumatera Barat khususnya ke Pasaman tahun
1910 gagal karena orang Jawa yang mau dipindahkan ke Sumatera Barat mau berdiri sendiri
dan tidak mau tunduk kepada Laras yang ada di daerah tersebut. Seperti yang dinukilkan dalam
surat khabar Oetoesan Minangkabau : Sasaran Penghoeloe Medan Ra’jat  sebagai berikut :
Diantara Toeankoe Laras jang soedah diadjak oleh toean Gouverneur Ballot, ada
jang sangat setoedjoe atas maksoed toean Gouverneur itoe, dan memintak soepaja dapat
Kolonisten Djawa itoe dipindahkan jang  pertama ke M.K.[Minangkabau] ini (di negeri
L.S [Lubuk Sikaping], dimintak oleh Toeankoe Laras itoe SERIBOE ORANG, tetapi
segala ongkos, orang-orang itoe dari Djawa datang ke M.K diantanggoeng oleh
Regeering, biarlah sesampainja di LS, nanti negeri menanggoeng makanja (berarti padi
oentoek satoe tahoen boeat orang  Djawa jang baharoe datang itoe di tanggoeng oleh
negeri LS.
Tetapi toenkoe Laras itoe memintak soepaja segala orang Djawa jang datang itoe,
dibawah parentah Toeankoe Laras, tidak boleh mereka itoe berdiri sendiri; zelfstaandig
mengadakan Kepala sendiri jang mardeka, melainkan segala hal ichwal mereka itoe
dibawah Tilikkan dan siasat Toeankoe Laras. Moefakat poetoes pembitjaraan soedah,
toean Besar Gouverneur J.Ballot, sangat berbesar hati, melainkan fasal orang Djawa
itoe, moesti dibawah parentah Toeankoe Laras, akan dipertimbangkan dan diberi
tahoekan kepada Regeering.
Selain dari itoe, sebabnja maka Toeankoe Laras memintak soepaja Kolonisten
(Java) itoe, dibawah taaloek dan perentah Toeankoe Laras, karena menoeroet adat istiadat
M.K,tidak dapat mereka itoe, berdiri sendiri, karena tanah nan bapoenja, rimba nan
baoelajat, tjoepak ke dialiah oerang penggaleh, djalan ke diandjak oerang laloe, djadi
pantangan dan meroesak adat istiadat M.K. Begitoe djoega menoeroet oendang-oendang
adat M.K dimana langit didjoendjoeng, boemi ditoenggoei, aer di sawoek ranting dipatah
; adat negeri itoe, moesti ditoeroet (Oetoesan Minangkabau : Sasaran Penghoeloe Medan
Ra’jat. tahun 5. nomor 1. 27 Maret 1939).
Tokoh masyarakat di daerah Pasaman misalnya, telah melakukan penyambutan
kedatangan orang Jawa. Mereka telah mengumpulkan 5.000  pikul untuk mereka. Walaupun
telah dikumpulkan padi sebanyak itu, orang Jawa tetap  keberatan terhadap tawaran yang berasal
dari Tuanku Laras dimana mereka  berada di daerah tersebut dan tunduk kepada dia.
Toeankoe Laras dengan penghoeloe-penghoeloe bersiap menjediakan PADI, sehingga
soedah terkoempoel hampir 5000 pikoel, datang chabar dari toean Gouverneur J.Ballot
bahwa, atas maksoed memindahkan orang Djawa ke negeri Toeankoe, tidak dapat
diteroeskan karena orang Djawa itoe, merasa KEBERATAN, dibawah parentah Toeankoe
Laras, melainkan mereka itoe maoe pindah ke M.K membawa kepala sendiri  dan kepala
itoe, maoe teroes dibawah parentah, Europeesch BB [Binenland Bestuur]. Ambtenaar
sadja, tidak maoe dibawah parentah Toeankoe Laras.
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Orang Jawa yang akan dipindahkan tersebut, nampaknya lebih tertarik tunduk kepada
pemerintah kolonial Belanda dari pada Tuanku Laras.
Dalam Oetoesan Alam Minangkabau nomor 2, moeka 21 terseboet :…….atas maksoek
[d] memindahkan orang Djawa kenegeri Toean koe, tidak dapat diteroeskan karena
orang Djawa itoe, merasa KEBERATAN dibawah Toeankoe Laras, melainkan mereka
itoe maoe pindah ke M.K [Minangkabau]  membawa kepala sendiri dan kepala itoe
maoe teroes dibawah perentah Europeesch B.B [Binelanden Bestuur] Ambtenaar
sadja……”. Disini njata poela kepada kita bahwa kepindahan mereka itoe beloem
didorong oleh keperloean hidoep jang amat sangat, meskipoen di Djawa mereka itoe
ditjaboet poela disana sini (Oetoesan Alam Minangkabau  tahun I nomor  5 Maret
1939).
Orang Jawa yang Dari Suriname : Antara Kerinduan Tanah Air dengan Tantangan Hidup
di Daerah Baru
Orang Jawa yang berada di Pasaman, bukan saja didatangkan langsung dari Pulau Jawa
namun ada yang didatangkan dari Suriname. Keberadaan orang Jawa di Suriname tidak terlepas
dari perekrutan oleh perusahaan-perusahaan milik Belanda di Suriname. Mereka dijadikan
sebagai buruh murah. Selain dari Jawa, buruh murah tersebut diambil dari India dan Afrika
(Koriun dan Idrus F. Shahab dalam Majalah Tiras, nomor 32, 5 September 1996 : F-G). Mereka
berasal dari berbagai daerah kabupaten, seperti Malang, Blitar, Cilacap, Ponorogo serta beberapa
daerah lainnya (Alimin, dalam Majalah Warta Caltex nomor 34 tahun 1993). Pada awalnya
mereka banyak yang tidak tahu kalau tujuan bekerja ke Suriname. Kondisi kehidupan yang
sengsara di Jawa akibat Tanam Paksa (1830-1870) membuat sebagian mereka berpikir untuk
bisa keluar dari Jawa dengan cara apapun.
Sejak tiba pertama kali tahun 1890, buruh Jawa menyebar ke hampir seluruh Suriname
dan bekerja di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Tahun 1949, jumlah
mereka mencapai 37.596 jiwa. Meskipun Pemerintah Hindia Belanda telah menghentikan
pengiriman sejak tahun 1939, jumlah mereka terus meningkat karena adanya tambahan kelahiran
(Joan Hardjo, 1981 :11).
Sebanyak 80 % mereka tinggal di desa-desa dan selebihnya tinggal di kota. Mereka
yang tinggal di pedesaan banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan pekerjaan dan
pendapatan tidak tetap. Salah satu penyebab kemiskinan itu adalah terjadinya Perang Dunia I
(1914-1918) hingga menjelang Perang Dunia II  yang berdampak hancurnya ekonomi dunia
yang lebih dikenal dengan malaise (1929-1939). Krisis ekonomi tersebut berdampak parah
bagi kelangsungan kehidupan perusahaan-perusahaan swasta dan banyak yang kemudian gulung
tikar. Kondisi ini tentu berdampak pada buruh-buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan
tersebut, termasuk buruh dari Jawa. Pemerintah Kolonial Belanda di Suriname kemudian
membuat peraturan yang membebaskan para buruh dari ikatan kontrak dengan perusahaan-
perusahaan, sehingga mereka bebas mencari lapangan hidup dimana saja.
Akhirnya mereka meninggalkan perkebunan dan pabrik-pabrik menuju desa-desa dan
mengubah cara kehidupan disana. Upah harian, mingguan atau bulanan yang biasanya didapat
dari perkebunan atau pabrik, harus dilupakan karena 2 (dua) hektar tanah yang disediakan
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pemerintah Kolonial Belanda di Suriname harus dibuka dengan modal sendiri. Kesulitan modal
untuk membuka lahan pertanian mulai terasa, apalagi yang tidak memiliki tabungan selama
bekerja sebagai buruh. Pemerintah kolonial Belanda di Suriname kemudian mengeluarkan
peraturan untuk meringankan beban kehidupan para bekas buruh tersebut. Peraturan tersebut
berupa bantuan sebesar Sf.100 (seratus gulden Suriname) bagi bekas buruh (baik dari Jawa,
Cina, India maupun Negro) yang mau melepaskan kewarganegaraan aslinya dan menjadi warga
negara Suriname. Artinya uang sebesar itu dianggap sebagai premi atas kesedian mereka
melepaskan kewarganegaraannya dan dengan itu mereka telah terikat sebagai warga negara
Suriname dan tidak memiliki hak untuk dipulangkan ke tanah airnya sebagaimana yang tercantum
dalam klausal kontrak kerja.
Akan tetapi, dari jumlah orang Jawa yang ada di Suriname yang kemudian memilih
alternatif menjadi warga Suriname relative kecil. Mereka banyak yang bertahan dengan
kehidupan apa adanya dan serba kekurangan, dan tetap memiliki keinginan suatu saat pulang
atau dipulangkan ke Indonesia.
Meski sebagian dari mereka sudah banyak yang menerima premi  dari pemerintah karena
telah melepaskan kewarganegaraan asalnya, tetapi harapan suatu saat akan kembali ke tanah
asalnya selalu didengungkan. Rasa cinta tanah air membuat mereka selalu memiliki harapan
tersebut.
Keinginan kuat untuk pulang itu adalah sebagai manifestasi dari kondisi kehidupan
yang tidak menentu, baik kehidupan sosial-ekonomi maupun politis. Kehidupan miskin yang
mereka alami sejak menjadi kuli kontrak di perkebunan dan pabrik sampai menjadi petani (di
desa) dan segala ragam kehidupan di kota, tidak pernah berubah menjadi lebih baik (Johan
Hardjo, 1981 : 16).
Untuk menampung hasrat mereka untuk pulang ke Indonesia maka didirikanlah sebuah
yayasan tanggal 15 Oktober 1951 dengan nama Yayasan Tanah Air (YTA),9 dengan salah satu
ketentuan pokok adalah bahwa anggota yang ingin pulang ke Indonesia harus membayar sendiri
semua dana yang dibutuhkan nantinya (Koriun dan Idrus F. Shahab, 1996 : C). Tujuan Yayasan
Tanah Air dalam Anggaran Dasar Pasal 2 (dua)  adalah :
“Yayasan ini bermaksud dan beriktiar mencari kemungkinan bagi bangsa Indonesia di
Suriname khususnya dan di luar negeri umumnya untuk kembali ke tanah air. Di sana
akan diusahakan kesempatan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan pertanian,
9 Yayasan Tanah Air itu sendiri berawal dari dua organisasi yang didirikan pada tahun 1947 yakni Kaum Tani
Persatuan Indonesia (KTPI) dan Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname (PBIS). Diantara dua organisasi tersebut,
KTPI mendapat dukungan luas dari masyarakat Jawa di Suriname karena selain memiliki tujuan utama mulih
njowo (pulang ke Jawa), orang itu juga dipimpin oleh orang –orang Jawa yang tidak duduk dalam struktur organisasi
pemerintah. Namun dukungan orang Jawa terhadap KTPI akhirnya berkurang karena KTPI lebih mementingkan
aspek politik semata dan utama untuk mulih njowo tidak pernah dirintis.Kenyatan inilah orang Jawa di Suriname
berputar haluan dan memilih PBIS. Kemudian PBIS membentuk sebuah badan yang khusus menangani tentang
kepulangan tersebut, yakni Komite Delegasi Indonesia (KDI). Kemudian para penasehat KDI menganjurkan
agar KDI membentuk sebuah organisasi yang lebih jelas dengan angaran dasar dan tujuan yang jelas. Maka pada
tanggal 15 Oktober 1951 resmilah berdirinya Yayasan Tanah Air (YTA). Mengenai organisasi ini lebih lanjut
lihat Hardjo,1989.
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perikanan, perdagangan, perindustrian serta usaha-usaha lain yang dapat dilakukannya
untuk (ikut serta) membangun nusa dan bangsa” (Johan Hardo, 1981 : 24).
Sedangkan susunan pengurus Yayasan Tanah Air adalah sebagai berikut :
Tabel : Pengurus Yayasan Tanah Air (YTA)
Pada Juni 1952, Yayasan Tanah Air membuat surat untuk permohonan resmi kepada
Pemerintah RI tentang keseriusan untuk pulang.  Dalam surat itu disebutkan agar Pemerintah
RI bersedia menerima rombongan warga Indonesia di Suriname dibawah organisasi YTA,
menyediakan tanah seluas 2.500 hektar kalau bisa di Jawa, memberi bantuan transportasi dari
pelabuhan yang akan ditentukan ke tempat  penampungan dan mengusahakan tempat
penampungan sementara sebelum dibukanya perkampungan serta memberikan kredit berupa
uang untuk biaya pembangunan perkampungan.
Hingga Januari 1953 belum ada jawaban dari Pemerintah RI yang membuat warga dan
para pengurus YTA resah. Kemudian pada Februari 1953 diadakan rapat YTA di Paramaribo,
yang membicarakan tentang nasib mereka. Dalam rapat diusulkan agar YTA menghadap langsung
ke Jakarta agar mendapat kejelasan dari Pemerintah RI. Mereka yang diutus adalah S.M.Hardjo,
J.W.Kariodimedjo dan S.Djojoprajitno yang masing-masing adalah ketua, sekretaris dan
bendahara. Mereka berangkat dari Paramaribo pada tanggal 4 Maret 1953 (Hardjo, 1981 : 33).
Sesampainya di Jakarta, oleh Kementrian Luar Negeri, ketiga utusan tersebut diserahkan
kepada Djawatan Transmigrasi Pusat, Ir. Tambunan. Mereka mendapat penjelasan dari Djawatan
Transmigrasi bahwa segala sesuatu tentang kesiapan kepulangan di Indonesia sudah diatur
oleh Djawatan Transmigrasi, tetapi karena di Jawa sudah tidak ada lahan kosong dan di Lampung
telah dicadangkan sebagai daerah transmigrasi dari Jawa, maka Djawatan Transmigrasi
mengusulkan sebidang tanah di Sumatera Tengah.
Pada bulan April 1953, rombongan berangkat bersama Djawatan Transmigrasi ke
Sumatera Tengah di Bukit Tinggi. Mereka melakukan pembicaraan dengan Gubernur Roeslan
Moelyohardjo10 dan disepakati bahwa tanah tempat para repatrian tersebut terletak di Kenagarian
No Nama Jabatan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
S.M.Hardjo 
J.W.Kariodimedjo 
F.N.Soemopawiro 
S.Djojoprajitno 
A.Sastro 
R.Karsowidjojo 
Samion Wongso 
S.Doerat 
S.Martowisastro 
S.Ponjopawiro 
Ketua I 
Ketua II 
Sekretaris 
Bendahara 
Keuangan 
Pembantu I 
Pembantu II 
Ketua Dewan Pengawas 
Sekretaris I Dewan Pengawas 
Sekretaris II Dewan Pengawas 
Sumber : Hardjo, 1989 : 24-25.
10 Gubernur Roeslan Moelyohardjo merupakan gubernur Sumatera Tengah dari Jawa. Dia juga merupakan
orang Masjumi. Menurut cerita begitu dia mampu membawakan diri layaknya pemimpin Minang sendiri, hingga
namanya diplesetkan menjadi “ Roeslan Malin Maradjo”.Lebih lanjut lihat Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi,
1998 :211.
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Air Gadang Kecamatan Pasaman seluas 2.500 hektar. Rombongan tersebut kemudian berangkat
ke Pasaman dan menemui ninik mamak cerdik pandai Kenagarian Air Gadang. Mereka antara
lain Datuak Jolelo (Camat Pasaman), Sutan Laut Api (Kepala Nagari Air Gadang) dan Sutan
Bandaro Ali Imran (Koordinator Wedena). Diwakili Kepala Nagari dijelaskan, bahwa penduduk
Nagari Air Gadang bersedia menerima penduduk pendatang dan akan dianggap sebagai anak
kemenakan.
Kedatangan orang Jawa ke daerah Pasaman sebetulnya diserahkan tanah untuk digarap
mereka. Penyerahan atas tanah tersebut dilakukan oleh ninik mamak yang ada di Wilayah
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Ninik mamak yang menyerahkan tanah kepada para
transmigran tersebut yakni : (1) Sutan  Laut Api, (2) Sutan  Maindo, (3) Magek Putih, (4) Radja
Mangkuto, (5) Sutan  Pangaduan, (6) Datuak Radjo Sampono, (7) Datuak  Muda Bumi, (8)
Datuak Paduko Indo, (9) Datuak Paduko Indo, (10) Datuak Pandji Alam, (11) Datuak  Sati,
(12) Datuak Bantaro Raso, (13) Datuak Djalelo Garantau, (14) Datuak Djalolo St.Umpai, dan
(15) Sutan Kebesaran. 11
Kemudian pada 25 April 1953, utusan tersebut menerima surat pernyataan tentang
pemberian tanah seluas 2.500 hektar dari Nagari Air Gadang yang diberikan oleh Bupati Pasaman,
Sjahboe’ddin Latif Datuak Siboengsoe. Adapun isi surat pernyataan tersebut adalah sebagai
berikut:
a) Tidak keberatan atas kedatangan rombongan dari Suriname yang terdiri dari Suriname
jang terdiri dari Saudara S.M.Hardjo ketua, Saudara J.W. Kariodinardjo Secretaris, dan
Saudara S.Djojoprajitno Kassier / penulis dari jajasan “Ke Tanah Air” buat menindjau
tempat2 untuk pemindahan bangsa Indonesia dari Suriname ke Kabupaten Pasaman.
b) Tidak keberatan buat menempatkan bangsa Indonesia dari Suriname sebagai
transmigragan [ter] dalam Kabupaten Pasaman jaitu diatas tanah seluas kira2 2500 HA
antara Batang Lingkin dan Batang Umpai di daerah pangairan Batang Tongar sebanyak
300 keluarga (1000 orang) buat pertama kali.
Setelah dilakukan penyerahan tanah kepada para transmigran maka dilakukanlah
pembukaan perkampungan bagi mereka. Khusus pembukaan perkampungan repatrian Suriname
ditangani oleh Yayasan Tanah Air (YTA) dengan membentuk divisi-devisi kerja yang bertujuan
agar perencanaan kerja per bidang tidak tumpang tindih. Devisi-devisi itu adalah sebagai berikut
: (1)  S.M. Hardjo sebagai ketua YTA langsung menjadi pimpinan proyek pembukaan
perkampungan. (2). F.N.Soemopawiro sebagai administrator, urusan tata usaha serta urusan
pendidikan dan pengajaran. (3) Doerat sebagai kepala urusan penyelenggaraan pekerjaan bidang
pertanian, perikanan dan pembibitan. (4). L.Sirtja sebagai kepala urusan perdagangan, took,
gudang dan krani. (5) Koesman Soekimanan sebagai kepala urusan pusat penggergajian kayu.
(6) M.Bledoeg sebagai kepala urusan bidang bengkel, kenderaan bermotor dan listrik. (7) Parmin
sebagai kepala pembangunan rumah dan bangunan. (8) A.J. Senawi sebagai kepala urusan
kesehatan. (9) S.Poentjopawiro sebagai kepala urusan keamanan kampung yang membawahi
11 Surat Penjerahan tanah oleh ninik mamak di wilayah Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tahun 1953
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bidang pendataan rumah dan urusan antar warga. (10) Soeratman sebagai kepala urusan
admistrasi yang membawahi bidang pembukaan umum, keuangan, honor pengurus, krani,
ekspedisi, pos dan juru ketik. (11) S.A.Taguan Hardjo sebagai kepala urusan pemetaan dan
pengukuran serta gambar (Laporan Umum Jajasan Tanah Air Tahun 1954, Lingkin Baru
(Tongar);15 Mei 1955 :3-4).
Sampai tahun 1968 telah ada 9 perkampungan transmigran di Pasaman Barat dengan
penempatan sejumlah 2.069 kepala keluarga, atau 8.725 jiwa. Hampir separo (46%) berasal
dari Jawa Tengah dan daerah Yogyakarta, 29 % dari Jawa Timur, 8 % dari Jawa Barat dan 14 %
dari repatrian Suriname (Haryo, S. Martodirjo, 1975 : 3).
Ada tiga faktor pokok yang selalu disebut-sebut yang memungkinkan mereka
ditempatkan di Pasaman Barat, pertama  daerahnya yang relatif  luas. Kedua, penduduknya
yang relatif jarang. Ketiga, pada awalnya ada semacam kesedian dari penduduk setempat sendiri
menerima mereka, dengan menyerahkan tanah pusaka (tanah ulayat) mereka sendiri untuk
keperluan transmigrasi namun akhirnya penduduk setempat merasa keberatan atas keberadaan
penduduk pendatang (para transmigran). Sampai tahun 1968 tidak kurang dari 38.000 HA tanah
ulayat yang telah diserahkan oleh ninik mamak/pemuka masyarakat setempat untuk keperluan
transmigrasi (Kantor Jawatan Transmigrasi, Laporan Transmigrasi di  Kabupaten Pasaman tahun
1968).
Kedatangan orang Jawa ke daerah Pasaman memberi warna tersendiri bagi daerah
tersebut. Sebab sebelum kedatangan orang Jawa, orang Tapanuli (dalam hal ini Batak
Mandailing) dan Minangkabau sebelumnya sudah menempati daerah tersebut.  Sampai tahun
1974, jumlah orang Jawa di Pasaman yakni berjumlah 12,799 jiwa orang. Jumlah ini menempati
urutan ketiga setelah etnik Minangkabau dan Batak. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut
ini:
Tabel  : Komposisi penduduk menurut suku bangsa di Pasaman ,1974
Adat istiadat Jawa yang dibawa para repatrian dari Suriname ke Pasaman , banyak yang
sudah terpengaruh oleh budaya lain selama di Suriname. Bahasa Jawa misalnya, sudah
terpengaruh bahasa taki-taki, bahasa Negro Suriname, meski hanya beberapa kata
(Koentjaraningrat, 1994 : 21-23). Begitu juga dengan kesenian, seperti lagu-lagu Jawa sudah
dicampuri lagu-lagu Suriname dan berkembangnya pesta dansa di kalangan muda-mudi.
Kebanyakan dari repatrian itu tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya beberapa orang yang bisa,
itupun tidak lancar. Mereka adalah pengurus YTA (Yayasan Tanah Air) yang beberapa kali
No Kecamatan Minangkabau Batak Jawa Lain-lain Total 
N % N % N % N % N % 
1 Sungai Beremas 13.014 
 
48,8 10.087 37,8 2.927 11,0 651 2,4 26.679 100 
2 Lembah 
Melintang 
13.332 
 
37,9 21.536 61,2 345 1,0 - - 35,213 100 
3 Talamau 21.481 
 
47,1 24.164 52,9 - - - - 45,645 100 
4 Pasaman 43.264 
 
80,7 793 1,5 9.527 17,8 - - 53,584 100 
 Pasaman Barat 91.091 
 
56,5 56.580 35,1 12,799 8,0 651 0,4 161.12
1 
100 
Sumber : Sub Direktorat Kesejahteraan Rakjat, Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman, 1974.
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datang ke Indonesia waktu  mereka masih di Suriname untuk melakukan urusan kepulangan.
Mereka lebih fasih berbahasa Jawa dan Belanda.
Selama di Pasaman, dengan dibukanya sekolah, diajarkan memakai bahas Indonesia
dikalangan anak-anak. Orang-orang tua dan dewasa yang tidak bisa berbahasa  Indonesia, juga
diajarkan dalam kesempatan pertemuan-pertemuan di balai pertemuan. Hal ini dilakukan agar
mereka bisa berhubungan dengan masyarakat Air Gadang yang meskipun berbahasa
Minangkabau, tetapi bisa berbahasa Indonesia. Mula-mula, banyak repatrian yang tidak bisa
berkomunikasi dengan penduduk setempat karena tidak memiliki bahasa pengantar yang bisa
dipahami oleh kedua budaya tersebut. Akan tetapi, lama kelamaan terjadi komunikasi karena
para repatrian berusaha belajar secara formal maupun pergaulan sehari-hari, baik bahasa
Indonesia maupun Minangkabau.
PENUTUP
Sekarang, antara orang Jawa dengan orang Minangkabau, dan etnis lainnya sangat tipis
bedanya karena mereka telah menyatu. Orang Pasaman, itulah yang mungkin akan kita dengar
bila menanyakan asal mereka. Bukan lagi menyebut orang Jawa atau orang Minangkabau atau
etnis lainnya namun tetap orang Pasaman. Begitulah bentuk akulturasi yang terjadi di rantau
Minangkabau tersebut. Akulturasi yang berakar pada masa lalu, tumbuh, dan lestari sampai
sekarang ini.
Ada beberapa wadah kearah akulturasi itu adalah pasar. Fungsi pasar di samping sebagai
tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli juga berfungsi sebagai tempat
berlangsungnya pertemuan dengan kerabat yang berjauhan tempat tinggal, kenalan yang sudah
lama tidak bertemu, menambah pergaulan, tempat mendapatkan nafkah dan lain sebagainya.
Di Pasar terdapat bermacam-macam orang, baik dari lapisan bawah sampai lapisan yang paling
tinggi kedudukannya dalam masyarakat, petani saudagar, nelayan, pegawai negeri, pengusaha
dan lain sebagainya. Mereka berbaur dalam suasana hiruk pikuk, tawar menawar, promosi dan
lain-lain.
Keberadaan pasar yang terpenting dalam persoalan ini adalah, bahwa pasar juga
merupakan arena interaksi masyarakat dari berbagai lapisan sosial dan budaya. Pasar tersebut
telah menjadi sarana pembaharuan antar etnis-etnis yang ada di Ophir telah menjadi sarana
pembaharuan antar etnis, sehingga menimbulkan suatu perasaan kebersamaan (common sense)
dan pemahaman satu sama lain sehingga tidak ada lagi perbedaan dengan melihat suku bangsa
seseorang.
Kawin campuran yang terjadi antara etnik yang berlainan tentu membawa perubahan
dari masing-masing etnik terutama menyangkut keyakinan dan nilai budaya yang dianut oleh
masyarakat dan juga memperluas jaringan kekerabatan. Dapat dikatakan perkawinan campuran
adalah bahagian dari terjadinya intergrasi. Perkawinan adalah ikatan yang sah antara laki-laki
dengan perempuan dalam bentuk rumah tangga atau keluarga yang nantinya akan melibatkan
kerabat masing-masing pihak.
Akibat terjadinya perkawinan campuran dalam masyarakat yang polietnik membuat
keyakinan  penduduk bahwa tidak ada lagi perbedaan etnik, berguna untuk menghilangkan
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stereotype etnik yang negatif terhadap etnik lain, rasa jijik, asing, mengaggap orang lain tidak
beradab. Akibat adanya perkawinan campuran melahirkan rasa persaudaraan, persatuan,
kebersamaan antar etnik semakin kuat.
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